PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR o0+ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

a. bahwa pengelolaan air bersih bagi keperluan

masyarakat selama ini dilakukan oleh
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin
yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15
Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Tapin;

bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa  kali, terakhir = dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada
sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib
disesuaikan Bentuk Hukumnya  menjadi
Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan
Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang ini;




c. bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah
yang telah didirikan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi
Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan
Daerah Air Minum;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6385);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118
Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana
Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan
Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor
09), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Daerah adalah Kabupaten Tapin.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tapin.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat
Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1
(satu) Daerah.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan atau
disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas serta  peraturan
pelaksanaannya.

PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda) yang selanjutnya disebut
Perseroda adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah
Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.

Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta
mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS
adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak
diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Modal Dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang dapat
dikeluarkan oleh Perseroan.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan
yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar
menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan
dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

"

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.




18. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah

19.

20.

2.

22.

(1)

(2)

(3)

yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal
Daerah pada BUMD.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
penyehatan Perusahaan sebagai salah satu langkah strategis
untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna
memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
Standar Baku Mutu Air adalah batas atau kadar makhluk hidup,
zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada
dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air
pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai  proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan Kkapan
harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

operasional sesuai level BUMD.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15
Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin sebagai BUMD
Kabupaten Tapin berubah bentuk menjadi Perseroda.
Pelaksanaan perubahan bentuk Perseroda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan

"

ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.




BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3
(1) Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
bernama PT. Bastari Maju Tapin (Perseroda).
(2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di

Kabupaten Tapin.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 4
Maksud pendirian Perseroda adalah untuk membentuk BUMD yang
bergerak dalam bidang pelayanan air bersih di Daerah.

Pasal 5

Pendirian Perseroda bertujuan untuk:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

b. memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih
dan sehat sesuai Standar Baku Mutu Air bagi masyarakat secara
merata serta untuk kebutuhan industri dan lainnya dalam upaya
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;

c. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu dan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;

d. untuk mengembangkan usaha berdasarkan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik;

e. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi Perseroan dengan

tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.




Pasal 6
Kegiatan usaha Perseroda meliputi:
a. penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelayanan air
bersih yang memenuhi Standar Baku Mutu Air;
b. penyediaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan air
untuk keperluan minum yang sehat sesuai dengan Standar Baku
Mutu Air dan kebutuhan masyarakat; dan

c. usaha lainnya yang dianggap menguntungkan Perseroan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 7
Jangka waktu pendirian Perseroda adalah tidak terbatas.

BAB VI
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 8
(1) Sumber modal terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. konversi dari pinjaman.
(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah Daerah,;
b. BUMD lainnya; dan/atau

c. sumber lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan

o

perundang-undangan.
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(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. kapitalisasi cadangan,;
b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Pasal 9
Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan
batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah
Pasal 10
(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
a. pendirian Perseroda;
b. penambahan modal Perseroda; dan
c. pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang
milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang
milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan
melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

i




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 11

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda
ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan modal disetor.
Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi Modal Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perseroda
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 12
Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal
Perseroda dilakukan untuk:
a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perseroda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan

tersedianya rencana bisnis Perseroda.

Bagian Ketiga
Pengurangan Modal Daerah
Pasal 13
Pengurangan modal Daerah pada Perseroda dapat dilakukan
sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Daerah
dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah.
Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima
puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan Modal

Dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

%




(3)

(4)
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Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau
dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perseroda
diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau
BUMD lainnya.

Bagian Keempat
Perubahan Penyertaan Modal Daerah
Pasal 14

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kelima

Pinjaman

Pasal 15
Perseroda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan sumber dana lainnya
dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil
usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan
pinjaman.
Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak
dipersyaratkan jaminan.
Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam
Hibah
Pasal 16
(1) Perseroda dapat menerima hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sumber Modal Lainnya
Pasal 17
(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi
cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham
diputuskan oleh RUPS.
(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan
Modal Dasar
Pasal 18

(1) Modal Dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar
Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

(2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Provinsi pada saat pendirian Perseroda ini adalah
semua modal dan aset yang dulunya dimiliki oleh Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tapin yang didirikan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tapin Nomor 15
Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Daerah Tingkat Il Tapin, yang terdiri dari:

a. modal Pemerintah Daerah sebesar Rp99.973.330.241,00
(sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh

tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh

X

satu rupiah); dan
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b. modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp9.500.000.000,00
(sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Modal Dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diubah setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap dengan dianggarkan terlebih dahulu
dalam APBD masing-masing.

Pasal 19
Perubahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 berupa penambahan modal Daerah atau pengurangan
modal Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan

Saham

Pasal 20
Modal Perseroda pada saat didirikan terbagi dalam saham yang
dimiliki oleh:
a. Pemerintah Daerah sebesar 91,32 % (Sembilan Puluh Satu Koma

Tiga Puluh Dua Persen).

b. Pemerintah Provinsi sebesar 8,68 % (Delapan Koma Enam Puluh

Delapan Persen).

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI PERSERODA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ yang terdiri atas:
a. RUPS;
b. Komisaris; dan

c. Direksi. 1
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(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan,

penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota
Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah

dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga

berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping,

termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 23
Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham
Perseroda di dalam RUPS.
Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham
Perseroda di dalam RUPS.
Gubernur dan Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak
substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan/atau
Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yaitu kewenangan
mengambil keputusan.
Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
berupa pelimpahan kewenangan antara lain untuk melakukan
tindakan:
a. perubahan anggaran dasar,
b. pengalihan aset tetap;
c. kerja sama;
d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio
saham;
pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
penghasilan Komisaris dan Direksi;

penetapan besaran penggunaan laba;

=~ R

. pengesahan laporan tahunan; dan




(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan
pembubaran Perseroda.

Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil

pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi
atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam anggaran
dasar.
Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
keterangan yang berkaitan dengan Perseroda dari Direksi
dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara
rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroda.
RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan,
kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam
RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus

disetujui dengan suara bulat.

Pasal 25

Gubernur dan Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian

Perseroda apabila dapat dibuktikan:

a.

tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun
tidak langsung;

tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perseroda; dan/atau

tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.
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Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf 1
Umum
Pasal 26
(1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan
unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri
atas Pejabat Pemerintah Provinsi dan/atau Pejabat Pemerintah

Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 27
(1) Untuk pertama kali, anggota dewan pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Tapin diangkat oleh RUPS sebagai
anggota Komisaris Perseroda sampai dengan habis masa
jabatannya.
(2) Pengangkatan anggota Komisaris Perseroda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, yang bersangkutan

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan
dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah
satu fungsi manajemen;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
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g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar
pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha
yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala
Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota
legislatif, dan

l. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan zat
adiktif lainnya.

Pasal 29
(1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan.
(3) Tahapan ujian kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(4) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 29 melakukan
penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai
anggota Komisaris.

(2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan
anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada
saat pendirian.

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris
yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama

A

masa jabatannya.
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Pasal 31
(1) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota
Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
(2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai

anggota Komisaris.

Pasal 32

(1) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah
Direksi.

(2) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang
anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai
Komisaris Utama.

(3) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan azas efisiensi
dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi

kepentingan Perseroda.

Pasal 33
(1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4
(empat) tahun.
(2) Anggota Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 34

(1) Komisaris bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan

b. mengawasi serta memberi nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan pengurusan Perseroda.

(2) Komisaris wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

4!




= 90i=

(3) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai
oleh Perseroda.

(4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

(5) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.

(6) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula
diambil diluar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota
Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(7) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal
yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat

pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 35
Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 36

(1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan
pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum
dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa jabatannya.

(3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS

untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

A




